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ABSTRAK

Karakter etika yang Islami merupakan cara berperilaku manusia yang berhubungan erat
dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk hidup bersosial, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan dan birokrasi di Indonesia perlu dikaitkan
dengan peran pentingnya ajaran Islam di kalangan para birokrat. Peran birokrat yang
Islami dalam memberikan pelayanan kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membentuk karakter etika birokrat yang Islami sesuai dengan sumber-sumber Islam
khususnya dalam Al-Qur’an dan Hadits. Metode yang dipakai dalam pembahasan ini
yaitu metode yang berdasarkan kepada literature review (studi pustaka). Hasil dari
pembahasan ini menunjukkan bahwa etika dalam birokrasi pemerintahan sangat
menentukan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang birokrat. Dengan etika
Islam membuat para birokrat paham agama yang akan membimbing mana yang benar dan
mana yang salah. Maka membentuk etika birokrat yang Istami perlu sifat dan karakter
Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan merealisasikan nilai-nilai
Islami dalam birokrasi pemerintah akan mengarahkan para perilaku birokrat ke arah yang
lebih baik lagi, agar tidak terjadi maladministrasi di ranah pemerintahan.

Kata Kunci : Etika Islam, Birokrat, Birokrasi Pemerintah dan Pelayanan Publik.
ABSTRACT

Islamic character is a way of human behavior that is closely related to the values of
Islamic teachings for social life, both within the family, community, nation and state.
Implementation and Activities in Indonesia need to follow the importance of Islamic
teachings among followers. The role of Islamic bureaucrats in providing services to the
public. The purpose of this study is to form the ethical character of Islamic bureaucrats in
accordance with Islamic sources, especially in the Qur'an and Hadith. The method used
in this discussion is a method based on a literature review. The results of this discussion
indicate that ethics in government greatly determines the success of the work carried out
by a bureaucrat. With Islamic ethics, bureaucrats understand religion which will guide
what is right and what is wrong. Thus, forming a formal bureaucratic ethic requires the
nature and character of Islam which is sourced from the Qur'an and Hadith. By realizing
Islamic values in the government, the government will direct the behavior of bureaucrats
in a better direction, so that there is no maladministration in the realm of government.

Keywords : IslamicEthics, Bureaucrat, Government Bureaucracy and Public Service.
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PENDAHULUAN

Pembentukan karakter dapat
diidentifikasikan ~ dengan  penguatan
karakter yang memiliki etika dan moral
yang baik dalam berperilaku, bertindak,
dan mengambil keputusan, serta sepenuh
hati menampilkan kebaikan dalam setiap
aktivitas kehidupan sehari-hari (Imam
Tabroni; Dean Dwi Putra; Najah
Adawiah; Rosmiati, 2022). Etika dan
moral berhubungan dengan definisi
karakter dari penilaian tindakan manusia
apakah itu baik atau buruk, ini
merupakan termasuk kajian bidang
filsafat yang ada di semua manusia setiap
saat (Ahmed, 2020). Etika dan moral
menjadi  landasan  berperilaku  dan
bertindak para birokrat penyelenggara
pemerintahan. Ketika masyarakat tidak
diberikan  pelayanan  publik  yang
semestinya, pasti masyarakat akan
mempertanyakan etika dari para birokrat
pemerintah tersebut (Grandani Lontoh;
Ventje Kasenda; Josef Kairupan, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa pengaturan hubungan
pemerintah  dengan  masyarakat  di
dalamnya terjadisuatu proses pelayanan
(Rusdi;  Afrinaldy Rustam, 2021).
Menurut acuan hukum pelayanan publik,
bahwa birokrasilah yang mendorong
terjadinya proses pelayanan kepada
masyarakat demi mencapai tujuan
pemerintahan dan masyarakat. Proses
pelayanan publik ini merupakan tugas
para  birokrat dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat (Putra,
2020). Tetapi pada kenyataannya, banyak
masyarakat yang tidak  diberikan
pelayanan publik yang baik oleh para
birokrat pemetintah, masyarakat lalu
mempertanyakan etika birokrat tersebut.
Padahal agama mayoritas di Indonesia
adalah mayoritas Islam, tetapi karakter
para birokrat bertolak belakang dengan
nilai-nilai  Islam. Cara  berperilaku
birokrat yang selalu erat dengan nilai-

nilai ajaran Islam pasti akan bertanggung
jawab atas pekerjaannya karena untuk
hidup bersosial, baik dalam lingkup
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara
(Nawawi, 2018).

Islam berkaitan erat dengan berbagai
aspek bidang kehidupan  manusia.
Kedatangan Islam hadir untuk
memperbaiki dan mengatur tatanan
kehidupan bagi kemaslahatan seluruh
umat manusia, begitu juga di bidang
pemerintahan (Rodi Wahyudi; Devi
Deswimar, 2017). Dalam birokrasi
sendiri itu menetapkan perilaku karakter
yang dijadikan sebagai pedoman etika
bagi para birokrat yang bekerja melayani
masyarakat (Jusman Iskandar; Alfiah;
Amalia Nur Fajriah; Anggun Dwi
Rahmawati; Anisa Sofiani, 2020). Begitu
juga konsep nilai-nilai etika dan moral
dalam administrasi publik diterapkan
dalam  kehidupan  ruang  lingkup
bernegara, manfaat dari konsep etis
sangat terasa dalam dinamika
administrasi  pemerintahan  (Nawawi,
2018). Etika yang berlandaskan Islam
merupakan sebuah konsep etika yang
didasarkan pada ajaran dan prinsip Islam
yang diimplikasi dari nilai-nilai tauhid
keimanan seseorang (Shahrul Nizam bin
Salahudin; Siti Sarah binti Baharuddin;
Muhammad Safizal Abdullah; Abdullah
Osman, 2016).

Namun, Indonesia yang merupakan
negara mayoritas beragama Islam.
Faktanya di negara kita masih sering
terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial
perilaku dari para birokrat, seperti
perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) adalah bentuk penyalahgunaan
wewenang kekuasaan (Mamadaliyeva,
2018). Perilaku  buruk  birokrat
pemerintahmengakibatkan tekanan sosial
psikologi kepada masyarakat yang datang
berurusan ke kantor pemerintah. Sebelum
berangkat ke kantor mereka telah
membayangkan susahnya urusan,
menunggu lama, tidak jelas berapa rupiah
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yang harus dikeluarkan, syarat yang perlu
disiapkan, serta sikap birokrat yang kasar
dan kurang ramah terhadap masyarakat
(Wahyudi,  2020). Dalam  sabda
Rasulullah  SAW. mengatakan "Hadiah
yang diberikan kepada para penguasa
adalah Suht (haram) dan suap yang
diterima hakim adalah kufur" (HR.
Ahmad). Sabda beliau ini adalah
penyataaan tegas tentang tindakan
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
(Rusdi; Afrinaldy Rustam, 2021).
Penelitian ini mempunyai hubungan
relevansi  dengan  beberapa  hasil
penelitian sebelumnya seperti penelitian
(Wahyudi, 2020) berjudul
Maladministrasi Birokrasi di Indonesia
dalam  Perspektif ~ Sejarah, dengan
penelitiannya tentang pelayanan publik
yang diberikan birokrat cenderung
banyak terjadi ketimpangan karakter
maladministrasi birokrasi. Selanjutnya,
penelitian (Mamadaliyeva, 2018)
berjudul Moral and Ethics of Islam,
dengan  pokok  bahasan  tentang
pandangan Islam dalam memandang
moral dan etika. Maka daripada itu,
penelitian ini lebih terfokus pada
penguatan pembentukkan karakter
birokrat berlandaskan etika Islami.
Berdasarkan dari penjelasan masalah
yang dipaparkan, maka membentuk
karakter etika birokrat yang Islami sesuai
dengan sumber-sumber Islam khususnya
dalam Al-Qur’an dan hadits,memberikan
pandangan yang mengenai etika yang
harus menjadi yang paling utama dalam
pemikiran  yang  berusaha  untuk
mengatasi  masalah  sosial  dalam
masyarakat ~ Muslim  terutama  di
pemerintahan (Ahmed, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
literatur review (studi pustaka) dalam
membahas penguatan perilaku etika Islam
dalam birokrasi. Literature review adalah
kajian ilmiah di mana memberikan

gambaran yang fokus mengenai suatu
topik tertentu, dengan begitu maka akan
mengidentifikasi suatu teori atau metode
terhadap suatu penelitian (Ns Utomo;
Aris  Hartono, 2019). Metode ini
diharapkan dapat menjelaskan tentang
realisasi karakter etika Islam dalam
birokrasi untuk mencegah terjadinya
maladministrasi di kalangan para birokrat
(Wahyudi, 2020) karena agama di
Indonesia mayoritas Islam, tetapi karakter
para birokrat bertolak belakang dengan
Islam. Sumber data yang digunakan
dalam penelitianliteratur review ini, yaitu
cara  pengumpulan literatur  yang
diarahkan kepada pencarian literatur data
dan informasi melalui dokumen-dokumen
yang tertulis, seperti dokumen-dokumen
tertulis dari buku dan jurnal kemudian
dibahas dengan cara menganalisis serta
menarik kesimpulan dari hasil
pembahasan tentang topik yang diteliti
(Dr. Farida Wahyu Ningtyas, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan etika birokrasi dalam
pemerintahan dituangkan ke dalam kode
etik Pegawai Negeri Sipil dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 dan Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam
Keputusan ~ Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara nomor 63/ KEP/M.
PAN/7/2003. Di bawah ini nilai dalam
etika birokrasi yang dapat dijadikan
sebagai acuan penuntun bagi para
birokrat dalam melaksananakan tugas dan
tanggung jawabnya, yaitu: (Jimmy Arief
Saud Parsaoran, 2017).

1. Efisiensi, artinya tidak boros di mana
sikap, perilaku, dan perbuatan para
birokrat baik jika mereka efisien.

2. Responsible, artinya nilai  yang
berkaitan dengan pertanggungjawaban
birokrasi publik dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya.

3. Accountable, artinya  nilai ini
merupakan tanggung jawab yang
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bersifat objektif. Sebab birokrasi
dikatakan akuntabel dimana mereka
dinilai objektif oleh masyarakat karena
dapat mempertanggungjawabkan
segala macam perbuatan dan sikap
kewenangan yang dimiliki serta dapat
mewujudkan apa Yyang diharapan
publik  (pelayanan  publik  yang
profesional dan dapat memberikan
kepuasan publik).

4. Responsiveness, artinya  birokrasi
publik itu memiliki daya tanggap
terhadap keluhan, masalah, dan
aspirasi dari masyarakat dengan cepat
dipahami dan berusaha memenuhi,
yang tidak suka menunda-nunda waktu
atau memperpanjang alur
pelayanannya.

Seperangkat nilai etika dalam
birokrasi yang dipaparkan di atas, kita
bisa melihat bahwa hal itu selaras dengan

Gambar 1:

etika Islam yang akan kami bahas.

Secara jelas dikemukakan oleh
Djadja Saefullah (2007:160) bahwa etika
bagi pejabat publik terdapat dalam
sumber-sumber  etika yang secara
hierarkis dari mulai agama sampai
dengan perintah atasan (Gambar 1).
Agama selayaknya ditempatkan sebagai
sumber etika pemerintahan di Indonesia
dalam derajat yang paling atas, karena
menurut Djadja Saefullah (2006:172)
bangsa dan masyarakat Indonesia
merupakan masyarakat religius. Para
pejabat publik adalah bagian dari bangsa
Indonesia dan anggota masyarakat
Indonesia. Mereka terikat bukan hanya
oleh norma atau ketentuan dalam
lembaga tempat bekerjanya saja tetapi
juga oleh norma dan ketentuan yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat
umum. (Dr, 2016).

SUMBER ETIKA PEJABAT PUBLIK

NORMA DAN NILAI MASYARAKAT

IDEOLOGI NEGARA

UNDANG- UNDANG DASAR

UNDANG-UNDANG

[ PERATURAN PEMERINTAH ]

v

[ PERATURAN-PERATURAN LAIN (UMUM / DEPARTEMANTAL) ]

v

[ PERATURAN & KETENTUAN UNIT KERJIA/LEMBAGA ]

PFRINTAH ATASAN

[ PERILAKU PEJABAT PUBLIK }

Sumber : Djadja Saefullah (2007 : 160)

Agama mengandung banyak nilai
dan  norma etik yang apabila
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari dapat bernilai ibadah. Nilai dan
norma etik dari agama ditujukan kepada
semua orang yang mengimaninya yang
bekerja di lapangan apapun termasuk di
lapangan pemerintahan (dalam arti luas)
tanpa mempersoalkan statusnya apakah
pegawai negeri atau bukan, birokrat

(pejabat yang ditunjuk) atau nonbirokrat
(pejabat yang dipilih), pejabat negara atau
bukan, yang bekerja di pusat atau di
daerah.

Pendapat ini senada dengan isi Tap
MPR-RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika
Kehidupan Berbangsa yang menyatakan
bahwa arah kebijakan untuk membangun
etika  kehidupan berbangsa adalah
mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan
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budaya luhur bangsa dalam kehidupan
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara melalui pendidikan formal, non-
formal, informal, dan pemberian contoh
keteladanan oleh para pemimpin negara,

pemimpin  bangsa, dan pemimpin
masyarakat (Dr, 2016).
Dalam agama Islam misalnya,

terdapat salah satu prinsip dasar etika
yaitu : ) ) )

Artinya : “Cintailah manusia (orang
lain), seperti kamu mencintai dirimu
sendiri” (Hadist Riwayat Bukhari).

Prinsip dasar ini  menunjukkan
pandangan Islam bahwa manusia harus
saling menyayangi atau mengasihi satu
sama lainnya walaupun kepercayaan atau
keyakinan agamanya berbeda-beda. Islam
harus menjadi rohmatan lil alamin
(rahmat bagi seluruh alam). Karena itu,
berbuat baik kepada siapapun adalah
kebajikan yang diwajibkan kepada semua
umat Islam khususnya dan manusia
umumnya sebagai makhluk ciptaan
Tuhan.

Menurut keyakinan muslim, etika
Islam dapat dijadikan pedoman oleh
seluruh manusia, karena cocok dengan
fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia
(manusiawi), praktis, tepat, dan dapat
digunakan di segala waktu dan tempat.
Dalam pandangan Islam, iman
berhubungan positif dengan akhlak.
Semakin kuat iman seseorang, semakin
baik ahlaknya. Hal itu didasarkan pada
Hadist (Riwayat Al Tirmidzi).

Artinya “Orang mukmin yang
sempurna imannya ialah yang terbaik
budi pekertinya.” Oleh karena itu bagi
mukmin, mengaplikasikan etika (berahlak
mulia) dengan ikhlas dalam kehidupan
sehari-hari termasuk dalam menjalankan
tugasnya di lapangan pemerintahan,
merupakan ibadah kepada Allah SWT”.

Prinsip dasar birokrasi adalah proses
waktu pelayanan cepat, biaya murah,

tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku
para pegawai ramah dan sopan, ini yang
selalu harus dijaga serta dilaksanakan
tanpa  mengenal  pamrih.  Dengan
sendirinya akan berdampak terhadap
orang yang dilayani akan diperlakukan
hal yang sama atas kepuasan pelayanan
karena  para  pelaksana  birokrasi
memegang prinsip  etika  dalam
melaksanakan birokrasi (Wahyudi, 2020).
Adab dan etika dalam perspektif Islam
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pelayanan publik oleh birokrat sangat
perlu dipahami dengan baik. Tanpa bisa
memahami dengan baik adab dan etika
kerja tersebut, sudah pasti hasil dari suatu
pelaksanaan  pekerjaan tidak akan
memuaskan hati. Di bawah ini akan
dijelaskan adab dan etika dalam
melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu :
(Rusdi; Afrinaldy Rustam, 2021).
1. Diniatkan ikhlas karena Allah SWT.
Keikhlasan dalam berbuat sangat
dipengaruhi oleh tingkat ketakwaan
seseorang. Semakin baik ketakwaan maka
pelaksanaan amanah yang diberikan
kepada seseorang akan memberikan hasil
yang baik pula. Keadaan pada hari ini
pada saat birokrat sedang melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai pelayanan
masyarakat, nilai-nilai ketakwaan ini
dapat untuk ditampilkan lebih baik,
padahal sebenarnya tidaklah baik. Seperti
melakukan  korupsi,  kolusi,  dan
nepotisme. Maksudnya di sini adalah
terkesampingkannya nilai-nilai
ketakwaan itu, dengan mendahulukan
keinginan hawa nafsu.
2. Bekerja dengan tekun dan sungguh-
sungguh (itqon)
Sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah
ra. tentang hal ini, bahwa Rasulullah Saw.
pernah bersabda :_ o
A e @ Ea & Os G Al (e
O e 2&aT Jae 13 G O35 56 A ) 08

2 Zels

LRI

P

Artinya “Sesungguhnya Allah
Swt. mencintai seorang hamba yang
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apabila  ia  bekerja  dia  itgon
(menyempurnakan) pekerjaannnya”. (HR.
Thabrani).

Pekerjaan yang asal-asalan atau
bagaimana pekerjaan itu asal selesai saja
yang menjadi tujuan, akan
memperlihatkan penyelesaian amanah
dan tanggung jawab yang tidak baik.
Birokrat harus mampu memberikan
pelayanan  yang  terbaik  kepada
masyarakat. Pelayanan yang baik tentu
akan memberikan kepuasan kepada
masyarkat. Harus kita ingat bahwa
pelayanan yang baik itu, adalah
pelayanan yang memberikan kepuasan.
Pelayanan publik yang baik itu juga
disebut pelayanan yang melebihi harapan
publik. Tanpa adanya ketekunan dan
kesungguhan dari seorang birokrat, maka
ini tidak akan terwujud.

3. Mengutamakan kejujuran dan amanah
dalam bekerja

Birokrat yang tidak  memiliki
kejujuran dalam bekerja, sudah pasti juga
tidak akan mampu untuk bersikap
amanah. Kejujuran dan amanah berkaitan
erat dengan tingkat ketakwaan seseorang
kepada Allah SWT. Ketakwaan yang baik
akan mewujudkan kejujuran dan amanah
yang baik. Birokrat adalah individu yang
digaji oleh negara untuk melayani rakyat.
Gaji seorang birokrat sudah ditentukan
oleh negara berdasarkan perundangan
yang berlaku. Birokrat harus mampu
menjadikan profesinya sebagai sumber
ladang amal kebajikan untuk meningkat
derajat ketakwaannya di sisi Allah SWT.
4. Memahami dan menerapkan etika

sebagai seorang Muslim

Islam adalah agama yang memiliki
etika dan adab yang sangat menjunjung
tinggi kesopanan maupun kehormatan
seseorang. Dalam bekerja, etika sangat
penting dilakukan agar dalam bekerja kita
mencerminkan seorang Muslim yang
santun dalam berbagai hal mulai dari
tutur kata dalam memilih bahasa saat
berbicara, bertegur sapa, berpakaian,

berinteraksi, bergaul dengan rekan
maupun masyarakat, makan, minum,
berhadapan dengan masyarakat, rapat,
dan berbagai kegiatan lainnya. Etika
ataupun akhlak yang diterapkan dalam
pekerjaan merupakan suatu perwujudan
dari  kesempurnaan iman  seorang
mukmin.

Sumber etika seorang yang beriman
kepada Allah Swt. adalah Al-Qur’an dan
Hadits. Begitu banyak nilai-nilai etika di
dalam Al-Qur'an yang telah dinyatakan
oleh Allah Swt. Kalau umat yang beriman
bisa untuk melaksanakan perintah Allah
Swt. tersebut, maka akan selamatlah
hidup di dunia dan selamat juga pada
kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.
5. Tetap memegang teguh prinsip-

prinsip syari’ah

Selain menjaga etika dan akhlak,
seorang Muslim juga wajib untuk tetap
memegang teguh prinsip-prinsip syari’ah
dalam pekerjaan yang digelutinya. Seperti

para  birokrat di  suatu instansi
pemerintahan, mereka melakukan
pekerjaan  proses  birokrasi  yaitu
memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Semakin pesatnya kemajuan
zaman, prinsip-prinsip syari’ah dalam
bekerja memang akan semakin sulit
karena berkaitan dengan kemajuan,
keuntungan, dan penghasilan lebih dari
pekerjaan yang kita lakukan. Keadaan ini
menjadi tantangan bagi iman para
birokrat yang senantiasa meningkatkan
keimanan dan mempertahankan kehalalan
suatu pekerjaan serta meninggalkan hal-
hal yang haram.
6. Menghindari syubhat
Sebuah hadis menjelaskan tentang
syubhat, bahwa Rasulullah Saw.
bersabda, o o
3 s o aoall 85 G BBad )
B 5 el (e B GiAl Y (Dlgis
o &5 G5 e 5l ) N8 clgidl)
mal d5a (& 5 (2158 pl DAl b 15 gl
Artinya : “Sesungguhnya yang halal
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itu telah jelas dan yang haram pun telah
jelas pula. Sedangkan di antaranya ada
perkara syubhat (samar-samar) yang
kebanyakan manusia tidak mengetahui
(hukum)-Nya. Barangsiapa yang
menghindari perkara syubhat (samar-
samar), maka ia telah membersihkan
agama dan kehormatannya. Barangsiapa
yang jatuh ke dalam perkara yang samar-
samar, maka ia telah jatuh ke dalam
perkara yang haram”.

Contoh syubhat yang biasa sering
kita dengar yaitu adalah korupsi dan
menerima uang syubhat (perkara yang
diragukan). Yang ntah berasal dari mana
uang itu didapatkan, apakah halal atau
haram.

7. Menjaga ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah yang terjaga dengan baik
dalam sebuah instansi pemerintahan akan
melahirkan suasana kebersamaan yang
tinggi. Birokrat yang berada pada level
atas, akan menjadi pelindung dan
pengayom untuk birokrat yang berada
pada level menengah dan bawah. Mereka
akan semangat bekerja dengan penuh
tanggung jawab karena pengembangan
diri  mereka terbuka sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Kita yang
seiman adalah saudara. Makakita harus
dapat untuk menjaga hubungan dengan
orang di sekitar Kita.

Etika dan adab dalam birokrasi
pemerintahan sangat menentukan
keberhasilan pekerjaan yang dilakukan
oleh seorang birokrat. Pekerjaan birokrat
memberikan pelayanan kepada
masyarakat akan dimintai
pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.
Maka membentuk etika birokrat yang
Istami perlu sifat dan karakter Islam yang
bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.
Dengan prinsip tauhid Islam akan
mengarahkan para perilaku birokrat ke
arah yang lebih baik lagi, agar tidak
terjadi ~ maladministrasi  di  ranah
pemerintahan, Dan juga merealisasikan
nilai-nilai  Islami dalam  kehidupan

birokrasi adalah faktor utama untuk
mencegah maladministrasi di kalangan
para birokrat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan
hasil penelitian yang dilakukan maka
dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Etika itu ilmu yang menjelaskan
tentang tingkah laku manusia mana
yang baik dan mana yang buruk. Etika
birokrasi adalah norma atau nilai-nilai
moral yang menjadi pedoman bagi
keseluruhan aparat pemerintah dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya
demi  kepentingan umum  atau
masyarakat. Dengan demikian, aparat
pemerintah seharusnya mempunyai
pedoman dan penuntun dalam sikap

dan perilaku sehingga birokrasi
menjadi  bersih,  dinamis,  dan
bertanggung jawab.

2. Peran penting ajaran etika Islam
dengan prinsip tauhid akan
menjadikan perilaku birokrat ke arah
yang lebih  baik dan  dapat
merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam
birokrasi pemerintahan adalah faktor
utama mencegah terjadinya
penyimpangan terutama dalam hal
pelayanan birokrasi publik dengan
unsur-unsur pokok pemerintahan yang
baik seperti akuntabilitas, transparansi,
efisiensi, efektivitas, responsibilitas,
dan keadilan.

3. Aspek tauhid Islam yang berhubungan
dengan karakter perilaku para birokrat
adalah keyakinan seorang birokrat
bahwa Allah SWT maha segala-Nya,
maha melihat, maha mendengar, dan
maha mengetahui. Sehingga tidak
berani melakukan pelanggaran kode
etik karena setiap amal perbuatan akan
dihisab di Akhirat kelak.Etika Islam
membuat para birokrat paham agama
yang akan membimbing mana yang
benar dan mana yang salah. Perilaku
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karakter yang baik dalam melayani

masyarakat akan menjauhkan dari

maladministrasi birokrasi seperti KKN

dan menyalahgunakan kekuasaan.
Saran

Adapun saran dari kami yaitu dalam
mencegah karakter perilaku
maladministrasi para birokrat pemerintah
adalah melalui penanaman norma sosial
dan pengamalan etika Islam. Agama
merupakan  tuntunan  hidup  untuk
menuntun seseorang agar selamat di
dunia dan akhirat. Sejauh mana seseorang
beramal mengikuti ajaran agama, maka
hidupnya akan terarah, tenang, dan
terhindar dari perilaku KKN dan
menyalahgunakan kekusaan. Hal itu
solusi yang dapat dilakukan oleh para
birokrat pemerintah agar mewujudkan
reformasi yang baik itu dapat terwujud.

Kami sadar bahwa masih banyak
kekurangan yang kami miliki, baik dari
tulisan maupun bahasan yang kami
sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan
sarannya agar kami bisa membuat artikel
lebih baik lagi. Semoga artikel ini bisa
bermanfaat bagi kita semua dan menjadi
wawasan kita dalam memahami etika
Islam dalam birokrasi pemerintah.
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